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PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9/PER/M.KUKM/VI/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07 /Per/M.KUKM/VII/2015
TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2015 — 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan program
pembangunan bidang koperasi dan usaha mikro kecil
dan menengah serta untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
perlu disusun rencana strategis Kementerian Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengabh;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan keberhasilan
pelaksanaan pembangunan koperasi dan usaha kecil dan
menengah sebagaimana tercantum dalam rencana
strategis, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah Nomor 07/Per/M.KUKM/VII/2015
tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015-2019 sudah

tidak sesuai sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
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Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor
07/Per/M.KUKM/VII/2015 tentang Rencana Strategis
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Tahun 2015 - 2019;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3502);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga
Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5934);
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Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 106);

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor O08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik
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Menetapkan :

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1527);

16. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
(Renstra-K/L) 2015 - 2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
NOMOR 07/Per/M.KUKM/VII/2015 TENTANG RENCANA
STRATEGIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH TAHUN 2015 - 20109.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/Per/M.KUKM/VII/2015
tentang Rencana Strategis Kementerian koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1630), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 2

Sistematika Peraturan Penyusunan Rencana Strategis

Unit Deputi dan Badan Layanan Umum (BLU)

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Tahun 2015 - 2019 disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BABII : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

BABIII : ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA

REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
BAB IV : TARGET KINERJA DAN KERANGKA
PENDANAAN
BABV : PENUTUP
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2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 3
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Unit Deputi/BLU
Tahun 2015 - 2019 tercantum dalam Peraturan Menteri
ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Juni 2016

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AAGN PUSPAYOGA

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA



